
4. Urldang-U!?dang1.....

3. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 teritang Sjstern
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lernbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

Rpnllhl1Lr T-n~r>np<:>1'" -r",hlln ,)()()1 Nr>rnr>r 9.7 Tambahan
.I. " ......y'I,...-t__.l..I..l.2. .I..&..&.'-A. ........a. .......... l.,.J.Lt..A.- .I.~.c..L.._I..I..1. .'-/'_"""'..I. ,1.'1'1.../.1. ... .&.'-".1. .......... :1 .... ,,",-,.\..&..1. '-'-'&'.L~.I.'&'

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

tentang
Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001
Pembentukan Kota Lubuklinggau [Lembaran

2<

Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Und811g Nomo! 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3690);

1
.l..

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tent811g Pedoman Peulberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerinta h Kota Lubuklinggau;

a. bahwa Pedoman Pernberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan
Peraturan Waiikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kembali Pedornan
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Mengingat

Menimbang

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGA\VAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTA.H KOTA

LUBUKLINGGAU

TENTANG

PERATURAN \XJALIKOTALUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

.. , -;-------;
, .". -~ . / .

til~~;



9, peraturan."?",,, "."',

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (LembaraIl Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diu bah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
D~_"hl~l_ l~A~~~~~~ 'T'~t-.,,~ r,nnn 1\T_~~~_ 'n~ 'T''J.,......t-.~t-.~~
i"CiJuu1in. Hl.UViiC~lCl 1CU1Uii 4VVV 1~Vi11Vi l7V, 1<-tilHJCUiClii

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomoi 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
ten tang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah
diubah beberapa kali ter~khir denga_n Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,
Nomor 32);

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lembarfu1.
Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana
telah diubah beberapa ka 1i terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia T'ahun 2015 NOl11or58- - ,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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BAB I.1- ----.-

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELA.JAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU.

PEDOMANWALIKOTAPI,"\r\ A fT\T TT"\ A l\ToKl"\_ 1U Kl"\_l"

MEMUTUSKAN:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04
Tahun 2013 ten tang Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi PNS;

15.Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2016
tentang Susunan organisasi , Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengernbangan Surnber Daya Manusia
Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2016, Nomor 35);

14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2016, Nomor 7);

13.Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang
Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa
pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan mengikuti
Pendidika..'1. pada Fakultas Pasca Sarjana;

12,Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;

1L Peraturan Pemerintah Nomor 5:3 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebazaimana telah diubah denzan Peraturan, ~ ~
Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
D"""",,,l--l;l, T"'rl.--""''''',,; .... 'T'....hun 0111 II Nomor 1 '2 'T'" bahan.l'-vpU.Uii.fi. ~1J._UVl1\,..;..::Ha. .1Cl.iiU i LlV..1.V 1. iii .L..1. , .1 u u..1ua. QJ.J.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
T,~--l~~~~~~ 'T'~1-.,,~ r"lnno l\T~~~_ nIl 'T' 1-. h T 1-.J.l.lUVilC»J.a. J.a.l.lUJ.J.'::'vvu l~VJ.l1\jJ.::7 ,J.aITIuill an Leffiuaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

,..,
- .J -

Menetapkan

Mernperhatikan



16. pendidilwn.1 .

15. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada
Mahasiswa Tugas Belajar guna mernbantu pembiayaan selama mengikuti
pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)Kota Lubukinggau selain dari biaya pendidikan.

14. Biaya pendidikan adalah seluruh komponen biaya yang wajib dibayarkan
pemerintah kota kepada lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar.

13. Mahasiswa Tugas Belajar adalah PNS yang diberi tugas belajar oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

12. Surat Izin Belajar adalah naskah dinas yang berisi keterangan pemberian
izin kepada PNSuntuk melaksanakan pendidikan formal yang lebih tinggi
dengan biaya sendiri, dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai
PNS.

11 Izi......Belaiar adalah izi.......""' ......g diberikan Peiabat Pembina Kepegawaian• L.:J..~.J.. L.J\.."J..<.AJ <-LLU-1..L .J...J..J.. J LLLJ. .J. .U.c..t..L.L .1. J <.A .1. - 1.. J.J._.1.<..l v u.. \IV u....L(A..LJ.

Daerah untuk me1anjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi dengan
biaya sendiri, dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS

10. Surat Tugas Belajar adalah naskah dinas yang berisi penugasan kepada
PNS untuk melaksanakan tugas belajar.

9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal
yang lebih tinggi didalam maupun luar negeri yang biayanya sebagian
atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota, atau biaya sendiri,
atau pihak lain, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

yang
dan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Lubuklinggau.

6.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kota LubukJinggau.2

1
1.

Dalam Peraturan Walikota irii yang dirnaksud dengan:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DIID T
UrUJ 1

-4-



(2) lzin.1 .
{I}Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.

BABIII
RUANG LINGKUP

Pasal 3

b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian
professional PNS melalui peningkatan jenjang pendidikan sesuai dengan
kebutuhan guna rnendukung peningkatan kualitas dan pengernbangan
karir PNS.

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah :
a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau

kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta
pengembangan organisasi;

Pasa12

BABII
TUJUAN

24. Penyelenggara tugas belajar dan izin belajar adalah lembaga pendidikan
yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar.

23. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang
telah berakhir masa tugas belajarnya.

22. Pemberhentian dari jabatan profesi adalah pemberhentian PNS dari
jabatan profesi karena meiaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan.

21. Pembebasan sementara dari tugas jabatan fungsional adalah pernbebasan
sementara PNS dari tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

20. Perjanjian Tugas Belajar adalah naskah yang berisi perjanjian antara
Mahasiswa Tugas Belajar dengan Kepala BKPSDMatas nama Pemerintah
Kota yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak untuk
melaksanakan tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.

19.Keluarga adalah isteri sah, anak sah, anak yang disahkan, anak yang
lahir di luar nikah dan diakui menurut rofe, anak tin, anak yang
diangkat menurut rofe [adopsi], dan anak angkat lainnya yang berumur
kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum
pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri.

18.Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian klrusus.

17. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta
didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

16. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama
pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

- 5 -



Pasa! 8..-1....

(2) Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar disusun dengan
menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak tel pisa.hkan dari Peraruran Walikota irri.

(1) Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal6, disusun dalam Rencana Strategis OPD.

Pasal 7

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (I) dilaksanakan oleh
masing-rnasing Kepala OPD yang dikoordinasikan dengan Kepala
DT7DC\T"\1\/f
Dr..r0U1Vl.

(1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan PNS yang memiliki
pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian
profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan di daerah.

PERENCANAi-\N
Pasa16

BABIV

(2) Izin belajar tidak dibatasi oleh mas a waktu tertentu.

(I) Tugas be1ajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan
yang diikuti:
a. program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
b. program pendidikan Diploma II, 4 [empat] semester;
c. program pendidikan Diploma III; 6 (enarn) semester;
d. program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
e. program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
f. program perididikan Doktor, 8 (delapan) semester.

Pasa15

(3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

(2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II,
diploma III dan diploma IV.

(1) Pendidikan akadernik terdiri atas program sarjana (Sl), program magister
(82) dan program doktor (83).

Pasa14

(3) Pendidikan yang ditempuh dalam tugas belajar dan izin belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pendidikan
akademik, pendidikaIl advokasi, dan pendidikan profesi.

In, T' 1... l' 1-. .-1 •
(4) izm oeiajar nanya dapat dilaksanakan di dalam daerah atau di luar

daerah dengan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai
PNS.

- 6 -



g Tunjangan.·1· .

sampai dengan selesainya tugas
tugas" 'T'l,,.....; "",.....a"",..... h; ""u"" np""'; ""1"",....."",.....n,o.,-a;

'""~ .£. t"...t..L.&.J'-A."'-.l.b"""'£'£' "-,,"&'t..AJ ~ .t-'"'-'.l.J'-'-£. ........£.£.'-""\..L.L l"""-.L b.L

belaia ....mula'; dari p....,..,SAS seleksijJ L ~ I(...U. .L J. .L \"..L ~ '-' \,_.,. \'_"'~'-'.L~ J..

belajar;
b. Tunjangan keluarga mahasiswa tugas belajar;
c. Tunjangan biaya buku;
d. Tunjangan biaya ATK;
e. Tunjangan biaya fotocopy;
f. Tunjangan biaya riset;
g. Tunjangan biaya hidup;

(3) Tunjangan pendidikan mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPP,
Sumbangan Pengembangan Program Pasca Sarjana dan biaya lainnya
sesuai dengan ketentuan penyelenggara tugas belajar

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk:
a. Biaya pendidikan.
b. Tunjangan pendidikaIl.

(2) Biaya izin belajar ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan atau
pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 11

swasta

(1) Biaya tugas belajar dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/ perusahaan /organisasi

nasional berbadan hukum ;
d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
e. Sumber lain yang sah,

Pasal 10

Penyelenggara tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh :
a. Perguruan tinggi negeri dengan program studi terakreditasi paling

rcndah B;
b. Perguruan tinggi kedinasan;
c. Perguruan tinggi negara asing I sa habat yang diakui oleh negara yang

bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasa19

BABV
PENYELENGGARADANSUMBERPEMBIAYAAN

Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai:
a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
c. program pendidikan yang direncanakan;
d. kualifikasi akademik;
e. lembaga pendidikan;
f. jangka waktu; dan
g. sumber biaya.

Pasa18

- 7 -



f TUnjangan.-1---------.-

Rp.sebesarbanyakrpanngdiberikan

(6) Tunjangan pendidikan mahasiswa tugas belajar untuk program
pendidikan Magister (S2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut
a. Tunjangan biaya perjalanan diberikan paling banyak 3 kali

PP/semester.
b. Tunjangan keluarga diberikan paling banyak sebesar 100 % (seratus

perSen) dari gaji pokok mahasiswa tugas belajar.
c. Suami istri yang secara bersamaan mengikuti tugas belajar maka

tunjcmgan keluarga diberikan 1 [satu] tunjangan, paling banyak
sebesar 100 % (seratus persen) dari gaji pokok yang tertinggi.

d. Tunjangan biaya buku diberikan paling banyak sebesar Rp.
600.000,- / semester.

e. Tunjangan biaya ATK
600.000Isemester.

d. Tunjangan biaya ATK diberikan paling banyak sebesar Rp.
150.000 / semester.

e_Tunjangan biaya fotocopy diberikan paling banyak sebesar
Rp.150.000/semester.

f. Tunjangan biaya penyusunan tugas akhir diberikan 1 (satu] kali paling
banyak sebesar Rp. 2.500.000

g. Tunjangan biaya hidup diberikan paling banyak sebesar Rp. 750.000
/bulan.

h. Tunjangan transportasi local diberikan paling banyak sebesar Rp.
150.000/ semester.

PP/ semester.
b. Tunjangan ke1uarga diberikan paling banyak sebesar Rp.

750.000/ bulan.
c. Tunjangan biaya buku diberikan paling banyak sebesar Rp. 150.000 /
semester.

kalipaling banyakperjalanan diberikana. Tunjangan

mahasiswa tugas belajar untuk program
atau Sarjana (S1) diatur dengan ketentuan

Tunjangan pendidikan
pendidikan Diploma IV
sebagai berikut :

(5)

Rp.sebesarbanyak1•paungdiberikand. Tunjangan biaya
120.000/ semester.

e, Tunjangan biaya fotocopy diberikan paling banyak sebesar Rp.
120.000/ semester.

f. Tunjangan biaya riset I penyusunan tugas akhir diberikan paling
banyak sebesar Rp.4.000.000.

g. Tunjangan biaya hidup diberikan paling banyak sebesar Rp.
3.000.000/ semester.

h. Tunjangan transportasi lokal diberikan paling banyak sebesar Rp.
120.000/ semester.

c. Tunjangan biaya buku diberikan paling banyak sebesar Rp. 120.000,
/ semester.

(4) Tuniansan nerrdidikan rnaha siawa tuzas belaiar untuk nrozram
\ I J U .l (,J.J.I. b

pendidikan Diploma I, Diploma n , Diploma III diatur dengan ketentuan
sebagai beriku t :
a. Tunjangan biaya perjalanan diberikan paling banyak 3 kali PP /

semester.
b. Tunjangan keluarga diberikan paling banyak sebesar Rp. 480.000

ihlll::lni - -~-~-

h. Tunjangan biaya transportasi lokal.

-8-



d. unsur.1 ---- .

a. PNS di lingkungan Pernerintah Kota yang telah merniliki masa kerja
paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;

(1) Persyaratan umum pemberian izin belajar :

Pasal 12

PERSy,;l~RATANDAN PROSEDUR
BAB VI

(10) .Iumlah total tunjangan penrnrnkan pertahun tidak boleh melebihi dan
standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Walikota.

yangdibav .......1,.....,,", Iangsung l,""........d.....YY> .....hasisw .....U.lU J a...i..n..Cl...1.l J. UJ.l. fi\._..Pa.. Gl.. .l.lJ.a..l.J. vv ca,'T", , VlJ' .....ngn..., nendi r1~l.rn Y'\.l. U.ll. a..J. aJ..1 tJL-i l.U.lfia..il.

bersangkutan.
(9)

(8) Biaya pendidikan yang wajib ditanggung oleh Pemerintah Kota
dibayarkan langsung kepada penyelenggara tugas belajar.

1. Tunjangan biaya hidup diberikan paling tinggi sebesar Rp,9.000.000/
semester.

J. Tunja....'l.ga.l1transportasi diberikan paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000/
semester.

k. Khusus untuk biaya riset, rnahasiswa yang bersangkutan harus
..,.,"'....,""'rn ....."';l ..."'..., p.."rv",,,,,,,l ,4",...., hasil riset kenada Pprnp.,...; ....~"'h v,,~'".1..l..1.'-'.l..l..JL4J..l..1.pt;...U.~~c...u..1. .1.V.l-'V~c...u. 'U.c..L1..1. .LJ..Uo. .J....1. ..1..1.\0:7 l. .L~V'p .1. v.1..l..1.'-'.1.J...L.l.l.C...l...l..1. ..l.lo..V\,..Ll..

f. Tunjangan biaya ATK diberikan paling tinggi sebesar Rp.
4.800.000/ semester.

g_Tunjangan biaya fotocopy diberikan paling tinggi sebesRr Rp.
3.000. 000 / semester.

h. Tunjangan biaya riset diberikan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000 /
riset.

paling tinggi sebesar Rp.diberikan

(7) Tunjangan pendidikan mahasiswa tugas belajar untuk program
pendidikan Doktor (83) diatur dengan ketentuan sebagai berikut
a. Tunjangan biaya perjalarian diberikan paling banyak 3 kali

PP/ semester.
b. Tunjangan keluarga diberikan paling tinggi sebesar 100 % (seratus

persen) dari gaji pokok mahasiswa tugas belajar.
c. Suami istri yang secara bersamaan mengikuti tugas belajar maka

tunjangan keluarga diberikan 1 [satu] tunjangan, paling tinggi sebesar
100 % (seratus persen] dari gaji pokok yang tertinggi.

d. Tunjangan biaya buku diberikan paling tinggi sebesar Rp. 6.000.000,
I semester.

e. Tunjangan biaya buku
6.000.000, -/ semester.

f. Tunjangan biaya fotocopy diberikan paling banyak sebesar Rp.
600. 000 / semester.

g- Tunjangan biaya riset / penyusunan tesis diberikan paling banyak
sebesar Rp. 7.500.000.

h. Tunjangan biaya hidup diberikan paling banyak sebesar Rp.
" "0" AAA t -----t-':7.V v.vvv / ~C:1l1C:~ c.i .

i. Tunjangan transportasi lokal diberikan paling banyak sebesar Rp.
1.200.000I semester.

-9-



3. menjalani...r ..........

b.
'--'__/

c.
d.

e.

f.
g.

11.,

1.

(I) Persyaratan umum calon mahasiswa tugas belajar :
a. PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang telah memiliki masa kerja

paling sedikit 1 [satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat
diberikan tugas belajar sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria
kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi ;
Sehat jasmani dan rohani;
Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) paling sedikit 1 (satu)
ta hun terakhir bemilai baik;
Lulus seleksr/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau
rekornendasi dan perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
Menandatangani perjanjian tugas belajar;
Mendapat surat rekomendasi dari Kepala BKPSDMbahwa bidang studi
yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi pemeriritah
kota;
Mendapat surat keterangan dan kepala OPD bahwa bidang studi yang
akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan OPD dan tugas pekerjaanya;
Mendapat surat rekomendasi dari kepala BKPSDM bahwa lembaga
perididikan yang akan menyelenggarakan tugas belajar merupakan
pergLlruan tinggi negeri dengan program studi terakreditasi paling
rendah B;

1 Tirl~k- c:prl~na·J. ~~~.~~~~~·~~b·

1. menjalani cuti di 1uar tanggungan negara;
2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;

Pasal l3

t..~1,,_
UClUlHijazah ke pangkat apabila formasimeriuntut penyesuaian

memungkinkan.

d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SlIT) paling sedikit 1 (satu)
tahun terakhir bemilai baik;

e_ Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat;

f. Tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
f. Tidak sedang rnenjalani hukurnan disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat;
g. Tidak sedang dalam proses perkara pidanan, baik tindak pidana

kejahatan maupun pelanggaran;
h. Tidak sedang menjalani hukuman perkara pidana, baik tindak

pidanan kejahatan maupun pelanggaran;
1. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
J. Bidang pendidikan yang diikuti harus pararel atau sesuai dengan

disiplin ilmu ijazah sebelurnnya dan harus mendukurig pelaksanaan
tugas jabatan pada unit organisasi;
Pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu dan
rneninggalkan pekeIjaanjtugas sebagai PNS sehari-hari;
Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat
persetujuan,' akreditasi minimal B dari lembaga yang berweriang;
Jarak tempuh ke tempat tujuan pendidikan paling lama 3 (tiga)jam;
Status lembaga pendidikan bukan kelas jauh dan kelas sabtu-minggu,
karcrian ijazah yang di kcluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan
bagi Pegawai Negeri;

p- Perribet-ian izin belajar kepada PNS paling tinggi telah duduk pada
semester 2;dan

q. Mernbuat surat pemyataan di atas materai tidak berhak untuk

- 10 -
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2. Surat ..' .

d. Setelah calon mahasiswa dinyatakan Iulus seleksi, maka calon mahasiswa
mengajukan surat perrnohonan untuk menjadi mahasiswa tugas belajar
kepada Kepala GPDdengan melampirkan :
1. Surat perintah tugas mengikuti seleksi;

c. Setelah mendapat persetujuan maka Kepala OPD mengeluarkan surat
perintah tugas kepada calon mahasiswa yang bersangkutan untuk
mengikuti seleksi:

b. Berdasarkan permohonan dari calon mahasiswa tugas belajar, Kepala
OPD menyampaikan permohonan izin seleksi Tugas Belajar bagi calon
mahasiswa yang bersangkutan secara tertulis kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah;

Prosedur untuk menjadi rnahasiswa tugas belajar adalah :
a. Calon mahasiswa tugas belajar mengajukan permohonan mengikuti

seleksi mahasiswa tugas belajar secara tertulis kepada kepala OPD;

Pasal14

c. Persyaratan untuk jenjang pendidikan Doktor (S3)
1.Usia paling tinggi pada waktu mulai pendidikan 45 tahun;dan
2. Lulus S2 dengan IPKpaling rendah 3,20 atau disesuaikan dengan
ketentuan persyaratan pada pergurua_n tinggi penyelenggara tugas
belajar.

b. Persyaratan untuk jenjang pendidikan Magister (82)
1.Usia paling tinggi pada waktu mulai pendidikan 40 tahun;dan
r) T ,,1,,~ C' 1 ~+-~" !\ Hr r:I~~.~~~ TDTl" ~~~~~~1 r) '75 ,,~h,lT De-i£'u'_'iU'~ri.::."LiU1U;:) 0.1. a.La.U LI 1.V UCi1.t;a.11 rr nO. iHlilJ.llJ.a.1 L., I Ui1.LUn...c- ~ ~

tinggi negeri dan 3,00 untuk perguruan tinggi swasta.

(3) Persyaratan khusus:
a. Persyaratan untuk jenjang pendidikan Diploma II sederajat , Diploma

TT / ~~r:I~_~~~+- n~~l~~~ TTT r:I~~ C'1 / ~~r:I~_~~~-I- .
H I ;:)~U\A<AJa.L, Lli_lJiV1Ha Hi uall 0 -'-I ;:)~U~l cya\ •

1.Usia paling tinggi pada waktu mulai pendidikan 25 tahun;dan
2. Lulus SLTAdengan rrilai rata-rata STIB 7,00.

(2) Sernua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan
oleh Kepala OPD atau pejabat yang berwenang.

3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
4. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau

upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan
hukuman disiplin;

5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat;

6. menjalani ht.ikurnan disiplin tingkat sedRng atau tingkat berat;
7. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan

rnaupun pelanggaran;
8. melaksanakan kewajiban ikatan dinas selama paling scdikit 10

(sepuluh) tahun di Pemerintah Kota Lubuklinggau setelah
menyelesaikan tugas belajar; dan

9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
k. Tidak pernah:

1. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
2. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

- 11 -



g. mengojukan'f

f. menyampAikan laporan perkembangan studi per semester kepada
Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi
mahasiswa tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan
pejabat dalarn pemberian SKP;

e. menyampaikan laporan perkernbangan studi per Semester kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala BKPSDMdan
ditembuskan kepada Kepala GPD;

kepada Kepalatinggald. rnelaporkan perubahan alarnat
BKPSDM,dan Kepala OPD;

~ ~~1~~~_17~~ ~l~~~'_ l~~h~~~ nendidikan dan tempat tinggal kepada\.-. iiiCICl.PVI n.ct.il ct.ict.ii.l.Cl.L .l.CiHUCl.t,Cl. PCiiUiUi i

Kepala OPDdan Kepala BKPSDM;

b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di
negara tempat tugas belajar bagi mahasiswa tugas belajar keluar
negen;

a. rnenyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan
langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

(1) Kewajiban mahasiswa tugas belajar adalah:

Pasal 16

Mahasiswa tugas belajar mempunyai hak :
a. mendapat biaya pendidikan;
b. mendapat tunjangan pendidikan;
c. mendapat kenaikan pangkat;
d. mendapat kenaikan g8ji berkala; dan
e. mendapat penilaian dalam SKP;

Blill V1I
HAK DAN KEWAJIBAN

f. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, mengeluarkan Surat Tugas Belajar
dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

e. Berdasarkan surat permohonan dan proposal rencana studi, maka kepala
OPD mengajukan permohonan Tugas Belajar atas nama calon mahasiswa
yang bersangkutan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui
Kepala BKPSDM; dan

2. Surat Kcterangan Lulus Seleksi Masuk dari Lembaga Pendidikan
penyelenggara tugas belajar; dan

3. Proposal rencana studi dilengkapi dengan selur uh persyaratan
sebagaimana dimaksud pada pasal l3 ayat (1).

- 12 -



[jAB lA..t .

(3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Walikota ini,

(2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum
diterbitkan surat tugas belajar.

e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar mahasiswa tugas belajar;
f. diikutsertakannya keluarga mahasiswa tugas belajar untuk

menanggung ganti rugi,

belajar;
d. oeneraoan neraturan disinlin PNSkenada mahasiswa tuzas belaiar:

~ ...... ....... .._, J.'

(1) Perjanjian tugas belajar berisi :
a. program pendidikan yang diikuti;
b. batas waktu pelaksanaan tugas belajar;
,-.. l~rY"'IoI'"')"""I[ToI'"') ;l_.:."r),t-r'"J"Y"\ ,..1';'''''''''-")0 "Hr'}'Y"\rT hF)T"l"lC"' dilaksanakan nloh m"l-.0s';C""!"!:T0 tuaasv. .LCJ..~~.LCA..J.J..YCA .i.~aL.GL1J. U.LJ....1c:.t...:> 'yc..l.J.J..5 J..J.c.t..L l..A.t.:J '-l.L.LCA......n.. UJ...Lc..t.....n..c.u. VJ.\.;J..J.. J.J. "'-LJ.c.L .L..:>vvu. L\..A,.5c.L

Pasal 17
PERJANJIAN TUG.~>.SBELAJA.R

BABVIII

(3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas juga berlaku bagi mahasiswa tugas
belajar yang tidak berhasil dalarn melaksanakan tugas belajar karena
lT~l~ 1~~~~~,,~
I\,.\.-lCUCUCU11 ly ct,

Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
dilaksanakan selama 2 kali masa tugas belajar.

flJ\v-- J

1. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah
diterima kepada negara melalui kas daerah apabila:
1) mcmbatalkan sccara scpihak tugas bclajar yang harus

dilaksanakannya;
2) adanya pembatalan strrat tugas belajar; dan
3) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun

untuk sebagian masa ikatan dinas sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan;

k. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal, menurut lamanya
mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan

J. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik
sebagai PNSmaupun sebagai mahasiswa tugas belajar:

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas belajar secara tertulis kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala BKPSDMdan
ditembuskan kepada Kepala OPD paling 1ambat 1 (satu) bulan sete1ah
yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa
melaksanakan tugas belajar;

h. kernbali ke unit kerja asal, pada kesempatan pertama setelah
berakhirnya masa tugas belajar;

g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar selambat
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir
apabila ternyata tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu
yang telah ditetapkan;
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.f .Mahasiswa··1··· .

(2) Hal-hal yang dapat membatalkan surat tugas belajar antara lain:
a. Mahasiswa yang bersangkutan temyata tidak memenuhi persyaratan

rnahasiswa tugas belaja:r;
b. Mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat

sedang atau tingkat berat;
c. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal

yang telah ditentukan;
d. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
e. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah

diberi peringatan;

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat membatalkan surat tugas
belajar, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar
maupun selama dalarn mengikuti tugas belajar.

Pasal19

(7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam suatu keputusan, dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran \/1 Peraturan Walikota ini,
ash keputusan diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan
ternbusan disarnpaikan kepada pejabat yang berwenang / terkait.

(6) Usul perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
II-H Peraturan Walikota ini.

(5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan 1 (satu) kali dan paling lama 1
(satu) tahun.

(4) Kepala OPD mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala BKPSDM, dengan
melamoirkan data np.,...,rllllrllna QPh<:la<:l1rr1<:ln!:lrl'rr1!:lVQllrl n!:lrl!:l !:lU!:lt ('{)
.L.r. ... ._...r.~ ........&.l"".L .,L.::tr......... .r..r. ~ tv ........ .t""_·.L.L"'-'.....'l..r.l.~.L.r.b >.J .....·.._.....--.O"-"-.LJ..L.r. ..........&..&. ....... "-A..t..r..L"'-~.L)I.._~"""",,--",- r..........'0"..4.'-'. '-'.J'-A.. .... v-r t :

(3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila:
a. terlambat melaksanakan tugas belajar yang diakibatkan karena bukan

atas kelalaiannya;
b. mendapat rekornendasi dad lembaga penyelenggara tugas belajar;
c. mendapat surat keterangan dari Kepala GPD;
d. mendapat rekomendasi dari Kepala BKPSDM; dan
e. mendapat rekomendasi /jaminan perpanjangan pembiayaan.

(2) Mfthasiswa tugas belajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah paling lambat 6 (enam) bulan
sebelurn berakhirnya masa tugas belajar.

(1) Mahasiswa tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikml studi dalam
waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas
belajar,

BABIX
PERPAN.JANGAN DAN PEMBATALAN TUGAS BELA.JAR

Pasal 18
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BAB)(]L·1....··..·····

Ketentuan mengenai perigaktifan kembali sebagaimaria dimakaud
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)

11\ 1\1r"h~C";C"o"C"7'''' t-"rTf"'""t'" ho.l,.,.~r'O_ i-o.l..,l, C"~l.oC:)C"n; rnP:1J.Cl......ksanakan StUdI',\.LJ lnCUJ.aOiOW Cl LU5ClO U\"-.lClJ~ Y ~'5 ,-\..-'o.ii O\..-.l\..-O~ ••• ~ .~~~ •• UL"',

diaktifkan kembali dalam tugasnya sebagai PNS.

BABXI
PENGAKTIFANKEMBALI

tugas belajar
berdasarkan

(2) Ketentuan mengenai pembinaan terhadap mahasiswa
sebagaim~na dim~ksud pada ayat (I) dilaksanakan
peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan te....t-, ......,.,l ................YY't" h '""'C';C"'''C,.T''-'' 1-'1' rTl"'l cv ho 1..,; ........ 't"'V'tol; ......., "If.; ..
~ ~~ i.H CLU \..-~~j_ClU.o.!-, ~.lJ.~~o.OJ.OVV Cl LU5ClO U\..-.lClJCU .lJ.J.\"-upuw •

a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (pemberian SKP);
b. Penetapfui status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas

1. pemberhentian dari jabatan struktural; dan
2. pernbebasan sementara dari tugas jabatan fungsional.

c. Pemberian kenaikan pangkat reguler.

PEMBINAAN
Pasa120

BABX

(6) Pcmbatalan tusras l-.~1 ~J'~- di...~...~~lT~ ~ ~ 1~l-. n~;~ l-.~ ... n~~ bina T7~~~~~~ .. ~;~~~ ~~~ ~ ~~C>~~ UCl.a. GU l.LCLa.p~a.J..L Vl.C.U r-C;JUUClL r-CHl.U.Ll.l. fi..CPC5UVVct.l.ct.l.l

Daerah dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format
sebagaimana dirnaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, as li keputusan diserahkan
kepada mahasiswa yang bersangkutan d8.11 tembusan disampaikan
kepada pejabat yang relevan.

menggunakan format sebagaimana dimaksud dalarn
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah dengan
Lampiran yang
Walikota ini.

(5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

(4\, K.o.~,",ln 0rDn ,rir. ......./,.....+-,....." VL::r. .......,.....l,..... OVDCT'\l\/f ,_...oCJ. ...... rT"1I,c-"11,,,...... .......£:I ......... '1-..rt+- ........1"" ......
~c;paHA ~ ~ u.al.J.j aLau ~~c;paJ.a .LH~r UJ.JJ.VJ. HJ.C;l.l.5UOUl.~~J. pC;l.HVaL~al.J.

keputusan tugas belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai
dengan alasan pembatalannya.

(3) Sebagai akibat pembatalan surat tugas belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2' hurvI a.sarnpai dengan h'uruf f, mahasiswa yang
bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan
tunjangan pendidikan serta biaya lain yang telah diterima ke kas daerah.

f. Mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan tugas
belajar walaupun telah diberikan perpanjangan masa studi;

g_ Tidak mampu menyelesaikan tugas belajar karena hal-hal di luar
kemarnpuannya.
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g. Mendapat.1········ ..·

Q"T'Tr._rtf- hr.,...,..~ Dl\TQ "t"Tf"""t'Y'trT r.l.rrt.,...... h.ct.l,.....~r-t_ rt-f-ro£" h;rt"TTr1o C'.co.......,...:J~_~ ·ndalnh·
0:YCi.....lClL UCl5.l .1 .1",o :ya.~.l5 ~Cl.l.l U\_.J.CijCU,_ ClLCi...i::>iJl.a.:ya. Q\_,.J.l.\...lJ.1.i Cl ell. ~

a. PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang telah memiliki masa kerja
paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir

bernilai baik;
d. Lulus seleksijtes atau rekomendasi dari perguruan tinggi;
e. Surat pernyataan akan mernbiayai sendiri seluruh biaya yang

berkaitan dengan izin belajar;
f. Mendapat rekomendasi dari Kepala BKPSDM bahwa bidang studi

yang akan diternpuh sesuai dengan kebutuhan organisasi pernerintah
lT~.j.~ ...J~~ 1-..~1-.T"~ lembaza ~~~...J~...J~lT~~ ~lT~~ menyelenggarakann..vLCl UCI.l~ UCl.l~vvCl ~"'i~.i VClb p"'~~U.~U~n..CI.ll'yCl~.ib CI.l'>.CUi ~1i"'~i'y lVi'-'i a:l

tugas belajar merupakan perguruan tinggi negeri dengan program
studi terakreditasi paling rendah B;

(O\
LJ)

(1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
pendidikan yang setara atas biaya sendiri.

BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
Pasal25

BAB XIII

(I) Untuk keperluan monitoring d8.J.j_cvaluasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 21 dan 22, maka Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyampaikan
Laporan Perkembangan Studio

(2) Format Laporan Perkembangan Studi menggunakan format sebagaimana
dimaksud pada Larnpiran Y8_:_r1gmerupa k8_11 bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasa124

(3) Evaluasi mahasiswa tugas belajar dan program tugas bclajar serta
evaluasi penyelenggara tugas belajar dilakukan oleh Kepala BKPSDM
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

penyelenggarabelajar,'1')\ I7'T..... 1,,~~~ dilaki ,1T~~ +-~_1-.~...J~~ ~~1-.~.,~~~,~ +-,,~~~\""1 .LiVa.1Ua.i:>1UHCl UnClll L~lUClUClp lllCl.UCli:>li:>VVa.LUOa..:>

tugas belajar, dan program tugas belajar.

(1) Evaluasi dilakukan dalarn rangka pengendalian program pernberian tugas
belajar sebagai bentuk akuntabilitas pcnyclcnggaraan tugas belajar
kepada pihak yang berkepentingan.

-Pasal23

(2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
a. Kemajuan pelaksanaan tugas belajar;
b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
c. Keberadaan tempat tinggal; dan
d. Perilaku mahasiswa tugas belajar.

Pasa122

Di\D VII
iJr1.lJ LV.i

MONITORINGDANEVI"~LUASI
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BERITA DAERAH KOTA LUBUKLlNGGAU TAHUN 2017 NOMOR 12.

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLlNGGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau
pacta tanggal 8 ·~vtb\\Q.1 2017

~S.NPRAN

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 [\J\£;Irtt 2017

WAUKOTA I JBUKLINGGAU, }_

Agar setiap OP3Jlgmengeta huinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berrta Daerah Kota Lubuklinggau.

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa129

Dengan berlakunya Pcraturan Walikota irn, maka Peraturan VIalikota
Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 30)
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa128

BABXV
PENUTUP

(3) D::llam hal terdapat kewajiban mengembalikany menyetor ke k::lS daerah
sejumlah biaya yang telah diterima selama tugas belajar, Kepala OPD
wajib melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan mahasiswa tugas
belajar, Kepala OPDwajib melaporkan kepada Walikota.

h. mengernbalikan seluruh biaya pendidikan, tunjangan pendidikan dan
biaya lainnya yang telah diterima ke kas daerah.

- 18 -
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!'ICUllct 11:;11~fi.ctIJ

NIP.

Tanda tangan

Lubukklinggau, .
Pimpinan Unit Kerja

6. Jadwal pe1aksanaan
Uraikan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas belajar.

dan rmcian komponen
5. Biaya

Uraikan jumlahbiaya yang diperlukan,
penggunaannya.

4. Langkah-langkal-Analisis
Uraikan kesenjangan kualitas sumberdaya manusia pada unit
kerjasaatini, berdasarkan analisis beban kerja dan pengembangan
orgamsasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, serta sikap dan kepribadian professional pegawai

3. Dasar Pemberian Tugas Belajar
Uraikan dasar pemberian tugas belajar yang mengharuskan pegawai
mernerlukan peningkatan kualifikasi akademik kejenjang yang lebih tinggi,

2_ Tujuan
Uraikan tujuan rencana kebutuhan pemberian tugas belajar.

1. Latar Belakang
Latar belakang iru menguraikan berbagai hal yang mendorong
dilaksanakannya kegiatan identifikasi kebutuhan pemberian tugas belajar
secararasional, pengkajian pemberian tugas belajar sebelumnya (jikaada),
prosedur atau ihtisari langkah-langkah yang akan dilakukan dalarn
pemberian tugas belajar, dan jumlah pembiayaan pemberian tugas belajar
secara keseluruhan.

A. Analisis Rencana Kebutuhan Pernberian Tugas Belajar

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

PEGA\VAIBELAJAR BAGIT'7T1\.1
iLlil ...

LAMPIRAN
PERATURt\N WALIKOTA LUBUKLINGGAU
1\T1\1\ ifnD 12. '1"'J.J.n./\ J.UJ.TvT 1'I.J.J ') O 1 '71"i,\.....I.i.i.'\....Ii., .. _ ..L

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR



Nama lengkap
NIP .

Lubuklinggau, .
Pimpinan Unit Kerja
Tanda tangan

3. Pengalaman3. Pengalaman

2. Pangkat/golongan ruang2. Pangkat/ golongan ruang

NamaJabatan Syarat Jabatan

l.
2.
3.

Syarat JabatanUraian PekeIjaan NamaJabatan

l. Kualifikasi akademik1.
2.
3.

1. Kualifikasi akademik

Uraian PekeIjaan
4 5

RENCANA SESUDAH TUGAS BELAJARSEBELUM TUGAS BELAJAR
NO ~----------'-----------------'-----------1-----------'-----------------~'---------~

B. Format Rencana Kebutuhan Pemberian Tugas Belajar



NO KOLOM URAIANURUT
1 1 Cukup jelas

2 2 Tulislah nama jabatan PNSyang direncanakan diberi
tugas belajar

3 3 Syarat jabatan :
1.Tulislah kualifikasi akademik PNS yang
direncanakan diberi tugas belajar, misalnya, S1
Ilmu Hukum;

2. Tulislah pangkatj golongan ruang PNS yang
direncanakan diberi tugas belajar;

3. Tulislah pengalaman berkerja yang dipersyaratkan
bagi PNSyang direncanakan diberi tugas belajar.

4 4 Tulislah uraian pekerjaan PNS yang direncanakan
diberi tugas belajar.

5 5 Tulislah jabatan PNS setelah selesai mengikuti tugas
belajar

6 6 Rencana Syarat jabatan:
1. Tulislah kualifikasi akademik yang direncanakan

dicapai PNS yang diberi tugas belajar, misalnya,
S2 Ilmu Hukum;

2. Tulislah pangkatj golongan ruang PNS yang sudah
selesai tugas belajar;

3. Tulislah masapengalaman berkerja PNS yang
sudah selesai tugas belajar.

7 7 Tulislah uraian pekerjaan yang direncanakan bagi
PNSyang sudah selesai tugas belajar

Petunjuk Pengisian Format Rencana Kebutuhan
Pemberian Tugas Belajar



Pemohon,

Tanda tangan

Nama 17)
Nip 18)

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.

dengan ini mengajukan ijm untuk mengikuti se1eksi Mahasiswa Tugas
Belajar /Izin Belajar dengan rencana sebagai berikut :

1. Program yang akan dipilih adalah ...... 8), program studi.. ..9),
Universitas 10), di 11) dan alternaltif program studi
lainnya adalah 12), Universitas 13).

2. Jadwal Pendaftaran mulai 14) s.d. .. 15) dan
seleksi akan dilaksanakan pada 16).

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 3)
Nip : .4)
Pangkat I Gol : 5)
Jabatan : 6)
Unit Kerja : 7)

Lubuklinggau

Lubuklinggau .
Kepada:
Yth. Kepala OPD 2)
di

Hal : Ijin Mengikuti Seleksi
Mahasiswa

......... 1)

C. Format Surat Permohonan Seleksi Tugas Belajar I Izin Belajar



NO URAIAN
1 Tulislah dengan Izin Belajar atau Tugas Belajar
2 Tulislah nama OPD / unit kerja
3 Tulislah nama calon mahasiswa
4 Tulislah NIP calon mahasiswa
5 Tulislah pangkat dan golongan calon mahasiswa
6 Tulislah jabatan calon mahasiswa
7 Tulislah unit kerja calon mahasiswa
8 Tulislah jenjang pendidikan yang akan diikuti misalnya Sarjana (SI)

Magister (S2)
9 Tulislah program studi yang akan diikuti
10 Tulislah nama universitas yang akan menyelenggarakan tugas / · .izm

belajar
11 Tulislah nama daerah atau kota tempat penyelenggaraan tugas / · .12m

belajar
12 Tulislah program studi pilihan yang akan diikuti
13 Tulislah nama universitas yang akan menyelenggarakan tugas / · .izm

belajar
14 Tulislah tanggal mulai pendaftaran
15 Tulislah tanggal batas akhir pendaftaran
16 Tulislah tanggal pelaksanaan seleksi
17 Tulislah nama calon mahasiswa ybs
18 Tulislah nip calon mahasiswa ybs

PETUNJUKPENGISIAN
FORMATSURATPERMOHONANSELEKSITUGASBELAJAR/IZINBELAJAR



Nama 8)
Nip 9)

Kepala OPD

Tandatangan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ,Kami

mengucapkan terima kasih.

Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, berikut kamilampirkan :

1. Persetujuan izin mengikuti seleksi mahasiswa tugas belajar
2. Surat perintah tugas mengikuti seleksi mahasiswa tugas belajar
3. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat

pelaksanaan tugas belajar
4. DPAnomor 4)Tanggal.. 5)Kegiatan 6) SKPD 7)

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr 1) nip 2) tanggal .

bulan tahun 3) dengan ini diharapkan Saudara dapat memberikan

rekomendasi pembiayaan tugas belajar kepada yang bersangkutan.

Lubuklinggau

Kepada:
Yth. Kepala Badan KPSDM
Kota Lubuklinggau
di

: Permohonan rekomendasi
Pembiayaan tugas belajar

Nomor
Lampiran
Hal

Lubuklinggau .

D. Format Surat Permohonan Rekomendasi Pembiayaan Tugas Belajar



NO URAIAN
1. Tulislah nama calon mahasiswa
2. Tulislah NIP calon mahasiswa
3. Tulislah tanggal, bulan dan tahun
4. Tulislah nomor DPA yang mencantumkan biaya tugas belajar
5. Tulislah tanggal DPA yang mencantumkan biaya tugas belajar
6. Tulislah nama kegiatan yang mencantumkan biaya tugas belajar
7. Tulislah nama OPD yang akan membiayai tugas belajar
8. Tulislah nama kepala OPD
9. TulisiahNIP kepala OPD

Petunjuk Pengisian Format Surat Permohonan Rekomendasi



Nama 5)
Nip 6)

Kepala OPD

Tandatangan

Demikian permohonan mi Saya sampaikan, atas perhatian dan

rekomendasinya, Saya mengucapkan terima kasih.

Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, berikut saya lampirkan :

1. Surat perintah tugas mengikuti seleksi mahasiswa tugas belajar
2. Brosur / leaflet profil program pasca sarjana perguruan tinggi yang

bersangkutan.

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr. 1) nip 2) tanggal.. ..

bulan tahun 3) dengan ini diharapkan Saudara dapat memberikan

rekomendasi kepada yang bersangkutan bahwa perguruan tinggi

penyelenggara tugas belajar merupakan perguruan tinggi negeri yang

terakreditasi ....4)

Lubuklinggau

Kepada:
Yth. Kepala Badan KPSDM
Kota Lubuklinggau
di

: Permohonan rekomendasi
Pembiayaan tugas belajar

Nomor
Lampiran
Hal

Lubuklinggau .

E. Format Surat Permohonan Rekomendasi Bahwa Perguruan Tinggi
Penyelenggara Tugas Belajar Merupakan Perguruan Tinggi Negeri Yang
Terakredi tasi



NO URAIAN
1. Tulislah nama calon mahasiswa
2. Tulislah NIPcalon mahasiswa
3. Tulislah tanggal, bulan dan tahun
4. Tulislah akreditasi perguruan tinggi penyelenggara tugas

belajar
5. Tulislah nama kepala OPD
6. Tulislah NIPkepala OPD

Petunjuk Pengisian Format Surat Permohonan Rekomendasi Bahwa
Perguruan Tinggi Penyelenggara Tugas Belajar Merupakan Perguruan Tinggi

Negeri Yang Terakreditasi



Tandatangan

Nama 7)
Nip 8)

Pemohon,

Demikian permohonan irn Saya sampaikan, atas perhatian dan
rekomendasinya, Saya mengucapkan terima kasih.

Sehubungan dengan rencana tugas belajar maka dengan ini mengajukan
permohonan penerbitan Surat Keterangan bahwa Program studi yang akan
ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang tugas dan
pekerjaan saya sebagai 6)
Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, berikut saya lampirkan :
1. Surat perintah tugas mengikuti seleksi mahasiswa tugas belajar
2. Brosur / leaflet profil program pasca sarjana perguruan tinggi yang

bersangkutan.

Nama : 1)
Nip : 2)
Pangkat / Gol : 3)
Jabatan : .4)
Unit Kerja : 5)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Lubuklinggau

Lubuklinggau .
Kepada:
Yth. Kepala OPD
di

: Surat Keterangan
Bidang Studi

Hal

F. Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bahwa Bidang Studi Yang
Akan Ditempuh Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi dan Bidang Tugas
Pekerjaannya



NO URAIAN
1. Tulislah nama calon mahasiswa
2. Tulislah NIP calon mahasiswa
3. Tulislah Pangkat dan golongan calon mahasiswa
4. Tulislah Jabatan calon mahasiswa
5. Tulislah nama unit kerja calon mahasiswa
6. Tulislah namajabatan / uraian pekerjaan calon mahasiswa
7. Tulislah nama calon mahasiswa
8. Tulislah NIP calon mahasiswa

Petunjuk Pengisian Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bahwa
Bidang Studi Yang Akan Ditempuh Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi dan

Bidang Tugas Pekerj aannya



Kepala OPD 8)

Tandatangan

Nama 9)
Nip 10)

Berdasarkan permohonan tugas belajar Sdr. . 1)
tanggal...bulan.... tahun ...2), dengan di harapkan agar Saudara
mengeluarkan surat rekomendasi bahwa program studi yang akan ditempuh
oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan organisasi
pemerintah Kota Lubuklinggau.

Adapun program studi yang akan ditempuh adalah 3) pada
program .4) universitas 5) di 6)

Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, berikut saya lampirkan :

1. Surat keterangan bahwa program studi yang akan ditempuh sesuai
dengan kebutuhan OPD 7) dan bidang tugas pekerjaanya.

2. Brosur leaflet profil program studi dan lembaga pendidikan yang akan
menyelenggarakan tugas belajar

3. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat
pelaksanaan tugas belajar

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamana, kami mengucapkan
terima kasih.

Lubuklinggau

Lubuklinggau .
Kepada:
Yth. Kepala BKPSDM
di: Rekomendasi

Bidang Studi

Nomor
Lampiran
Hal

G. Format Surat Permohonan Rekomendasi Bahwa Bidang Studi Yang Akan
Ditempuh Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Pemerintah Kota
Lubuklinggau



NO URAIAN
1. Tulislah nama calon mahasiswa
2. Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat permohonan calon

mahasiswa
3. Tulislah nama program studi yang akan diikuti
4. Tulislah namajenjang pendidikan yang akan diikuti
5. Tulislah nama universitas penyelenggara tugas belajar
6. Tulislah nama nama kota tempat penyelenggaraan tugas belajar
7. Tulislah nama OPD yang mengusulkan
8. Tulislah nama OPD yang mengusulkan
9. Tulislah nama Kepala OPDyang mengusulkan
10. Tulislah nama Nip Kepala OPD yang mengusulkan

Petunjuk Pengisian Format Surat Permohonan Rekomendasi Bahwa Bidang
Studi Yang Akan Ditempuh Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Pemerintah

Kota Lubuklinggau



Tanda tangan

Nama 11)
Nip 12)

Pemohon,

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.

universitas 10)

Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, berikut saya lampirkan :

1. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil;

2. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Fotocopy Kartu Pegawai;
4. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
S. Fotocopy surat keputusan jabatan terakhir;
6. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat

pelaksanaan tugas belajar
7. Fotocopy surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
8. Fotocopy DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir;
9. KP4;
10. Fotocopy akta nikah;

studi 9)programprogram 8)pad aBelajarjIzin

dengan ini mengajukan permohonan menjadi Mahasiswa Tugas Belajar

Nama : 3)
Nip : .4)
Pangkat j Gol : S)
Jabatan : 6)
Unit Kerja : 7)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Lubuklinggau

Lubuklinggau, .
Kepada:
Yth. Kepala OPD 2
di

: Permohonan menjadi
mahasiswa ... 1)

Hal

H. Format Surat Permohonan Menjadi Mahasiswa Tugas Belajar j Izin Belajar



NO URAIAN
1. Tulislah Ijin Belajar atau Tugas Belajar
2. Tulislah OPD ealon mahasiswa
3. Tulislah nama calon mahasiswa
4. Tulislah Nip ealon mahasiswa
5. Tulislah Pangkat dan golongan calon mahasiswa
6. Tulislah nama jabatan calon mahasiswa
7. Tulislah nama Unit Kerja calon mahasisa
8. Tulislah nama jenjang pendidikan yang akan diikuti
9. Tulislah nama program studi yang akan diikuti
10. Tulislah nama universitas penyelenggara tugas belajar
11. Tulislah nama calon mahasiswa
12. Tulislah Nip calon mahasiswa

Petunjuk Pengisian Format Surat Permohonan Menjadi Mahasiswa Tugas
Belajar / Izin Belajar



Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas
yang bersangkutan,sebagai berikut.
1. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil;
2. Fotocopysurat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Fotocopy Kartu Pegawai;
4. Fotocopysurat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
5. Fotocopysurat keputusan jabatan terakhir;
6. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat

pelaksanaan tugas belajar
7. Fotocopy surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
8. Fotocopy SKP minimall (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian

sekurang kurangnya bernilai baik;
9. KP4;
10. Fotocopy akta nikah;
11. Surat perjanjian tugas belajar;
12. Rekomendasi dari Kepala Bandiklat bahwa ada sumber pembiayaan

tugas belajar ;
13. Rekomendasi dari Kepala BKPSDM bahwa lembaga pendidikan yang

menyelenggarakan tugas belajar merupakan perguruan tinggi negeri
dengan program studi yang sudah terakreditasi;

14. Rekomendasi dari Kepala BKPSDM bahwa bidang studi yang akan
ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah kota

15. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet
Republik Indonesia bagiyang tugas belajar di luar negeri;

16. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang
akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya;

17. surat pernyataan :
a. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan

Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK);
c. tidak sedangj dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat

sedang atau tingkat berat;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat;
e. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana

kejahatan maupunpelanggaran;

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. ...2)
tenaga .....3)pada ....4) yang akan mengikuti program 5) program studi
...... 6) universitas ...7) mulai tanggal ...bulan ...tahun sampai dengan
tanggal ...bulan ...tahun ...8).

Yth. Walikota Lubuklinggau
c.q. Kepala BKPSDM

Kota

Nomor : )
Lampiran : )
Hal : Usul pemberian tugas belajar
Lubuklinggau

a.n. Sdr. 1)

Lubuklinggau, .
--------------------------------------------------------------------------------------------

KOPINSTANSI/ OPD

I. Format Usulan Pemberian Tugas Belajar Dari Kepala OPD



~ubulclinggau , .
Kepala OPD .
tanda tangan
Nama lengkap 9)
NIP I0)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami
mengucapkan terima kasih.

f. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
g. tidak sedangj dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan

penjenjangan;
h. tidak pemah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh

kelalaiannya;
1. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.



NO URAIAN
l. Tulislah nama calon mahasiswa
2. Tulislah nama calon mahasiswa
3. Tulislah jabatan / pekerjaan calon mahasiswa
4. Tulislah nama OPD calon mahasiswa
5. Tulislah nama jenjang pendidikan _yang_akan diikuti
6. Tulislah nama program studi yang akan diikuti
7. Tulislah nama universitas penyenggara tugas belajar
8. Tulislah tanggal, bulan dan tahun dimulainya tugas belajar sampai

dengan tanggal bulan dan tahun selesainya masa tugas belajar
9. Tulislah nama Kepala OPD
10. Tulislah NipKepala OPD

Petunjuk Pengisian Format Usulan Pemberian Tugas Belajar Dari Kepala OPD



Lubuklinggau , .
Kepala OPD .
tanda tangan
Nama lengkap 10)
NIP 11)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami
mengucapkan terima kasih.

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas
yang bersangkutan,sebagai berikut :
1. rekomendasi dari lembaga penyelenggara tugas belajar;
2. rekomendasi dari Kepala OPD;
3. rekomendasi dari Kepala BKPSDM;
4. rekomendasijjaminan perpanjangan biaya studi;
5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
6. surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas
belajar yang bersangkutan dan dapat diberikan perpanjangan masa tugas
belajar sampai dengan tanggal ...bulan ..... tahun ..... 10).

Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan tugas belajar a.n. Sdr .... 2)
tenaga 3) pada .4) yang sedang mengikuti program 5) program
studi 6)universitas 7) mulai bulan tahun sampai dengan
bulan tahun .....8) sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas
belajarnya karena 9)

Yth. Walikota Lubuklinggau
c.q. Kepala BKD

Kota Lubuklinggau
di

LUBUKLINGGAU

: Usul perpanjangan masa
Tugas belajar a.n. Sdr ..... 1)

Nomor
Lampiran
Hal

Lubuklinggau, .

KOPSURATUNITKERJA

J. Format Usulan Perpanjangan Masa Tugas Belajar Dari Kepala OPD



NO URAIAN
1. Tulislah nama calon mahasiswa

2. Tulislah nama calon mahasiswa
3. Tulislah jabatan / pekerjaan calon mahasiswa
4. Tulislah nama OPD calon mahasiswa
5. Tulislah namajenjang pendidikan yang akan diikuti
6. Tulislah nama program studi yang akan diikuti
7. Tulislah nama universitas penyenggara tugas belajar
8. Tulislah tanggal, bulan dan tahun dimulainya tugas belajar dan

tanggal, bulan serta tahun selesainya masa tugas belajar
9. Tulislah faktor penyebab perpanjangan tugas belajar
10. Tulislah nama Kepala OPD
11. Tulislah NipKepala OPD

Petunjuk Pengisian Format Usulan Perpanjangan Masa Tugas Belajar Dari
Kepala OPD



Lubuklinggau , .
Kepala OPD 11
tanda tangan
Nama lengkap 12
NIP 13

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima
kasih.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembatalan
keputusan pemberiantugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas
yang bersangkutan,
sebagai berikut.
1. AsHKeputusan Walikota Lubuklinggau tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Asli surat perjanjian tugas belajar; dan
3. dokumen pendukung lainnya.

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan keputusan tugas belajar
Nomor. tanggal, bulan, tahun 2) a.n. Sdr. 3) tenaga .4) pada
..... 5) yang sedang mengikuti program 6) program studio 7)
universitas 8)mulai tanggal .... bulan ....tahun ...sampai
denganbulan tahun ..9)karena 10)

Yth. Walikota Lubuklinggau
c.q. Kepala BKPSDM

di
Kota Lubuklinggau

: Usul pembatalan tugas belajar
a.n. Sdr 1)

Nomor
Lampiran
Hal

Lubuklinggau, .

K. Format Usulan Pembatalan Tugas Belajar



NO URAIAN
I. Tulislah nama calon mahasiswa
2. Tulislah nomor, tanggal, bulan dan tahun SK pemberian tugas belajar
3. Tulislah nama calon mahasiswa
4. Tulislah jabatan / pekerjaan calon mahasiswa
5. Tulislah nama OPD calon mahasiswa
6. Tulislah namajenjang pendidikan yang akan diikuti
7. Tulislah nama program studi yang akan diikuti
8. Tulislah nama universitas penyenggara tugas belajar
9. Tulislah tanggal, bulan dan tahun dimulainya tugas belajar dan

tanggal, bulan serta tahun selesainya masa tugas belajar
10. Tulislah faktor _2enyebab pembatalan tugas belajar
1I. Tulislah nama OPD
12. Tulislah nama Kepala OPD
13. Tulislah NipKepala OPD

Petunjuk Pengisian Format Usulan Pembatalan Tugas Belajar



Nama lengkap 20)
NIP 21)

tanda tangan

Kepala OPD 19)

Lubuklinggau , , 18)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar
pada Program ... 14)program studi ... 15) universitas 16) mulai
tanggal. ..bulan.... tahun...... sampai dengan tanggal... bulan tahun ... 17),
karena sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tugas-tugas pekerjaannya.

: 7)
: 8)
: 9)
: 10)
: 11)
: 12)
: 13)

Nama
NIP
Tempat, tanggal lahir
Pangkat, gol ruang
Jabatan
Unit Kerja
Alamat tempat tinggal

dengan ini menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : 2)
NIP : 3)
Pangkat, golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Kerja : 6)

SURAT KETERANGAN
NOMOR 1)

--------------------------------------------------------------------------------------------

KOP SURAT UNIT KERJA

L. Format Surat Keterangan Dari Kepala OPD Bahwa Program Studi Yang
Diambil Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi dan Tugas Pekerjaan



NO URAIAN
1. Tulislah Nomor surat keterangan
2. Tulislah kepala OPD yang mengeluarkan surat keterangan
3. Tulislah Nip kepala OPD yang mengeluarkan surat keterangan
4. Tulislah Pangkat dan Golongan Kepala OPD yang mengeluarkan surat

keterangan
5. Tulislah jabatan kepala OPD yang mengeluarkan surat keterangan
6. Tulislah nama OPD yang mengeluarkan surat keterangan
7. Tulislah nama calon mahasiswa
8. Tulislah Nip calon mahasiswa
9. Tulislah tempat dan tanggal calon mahasiswa
10. Tulislah pangkat dan golongan ruang calon mahasiswa
11. Tulislah jabatan / pekerjaan calon mahasiswa
12. Tulislah nama OPD calon mahasiswa
13. Tulislah alamat tempat tinggal calon mahasiswa
14. Tulislah nama jenjang pendidikan yang akan diikuti
15. Tulislah nama program studi yang akan diikuti
16. Tulislah nama universitas penyenggara tugas belajar
17. Tulislah tanggal, bulan dan tahun dimulainya tugas belajar dan

tanggal, bulan serta tahun selesainya masa tugas belajar
18. Tulislah tanggal, bulan dan tahun ke1uamya surat keterangan
19. Tulislah nama OPD
20. Tulislah nama Kepala OPD
21. Tulislah NipKepala OPD

Petunjuk Pengisian Format Surat Keterangan Dari Kepala OPD Bahwa
Program Studi Yang Diambil Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi dan Tugas

Pekerjaan
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